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The Deadline For Settlement Of Cases In Court

Based on SEMA NO. 4 of 2014

[Tenggang Waktu Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Bersadarkan
SEMA NO. 4 Tahun 2014]

Moh. Rizki Fadhila1),
1)Program Studi llmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

|. DESKRIPSI KARYA

Video wawancara tentang tenggang waktu untuk menyelesaikan suatu perkara di
Pengadilan ini dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber Bpk Suhartanto, S.H,
M.H sebagai Hakim Tinggi PT Surabaya. Beliau merupakan seorang hakim yang
kompeten dan memiliki kapabilitas pada bidangnya. Pemilihan tema Video ini dipilih
dikarenakan mayoritas masyarakat menuntut penyelesaian suatu perkara di pengadilan
dapat dilakukan secepatnya, tidak berbelit-belit dengan biaya yang ringan. Tuntutan ini
sebenarnya sejalan dengan UU Nomor 48 tahun 2009, yang menjelaskan adanya asas
keserhanaan, cepat dan biaya ringan dalam penyelenggaran sistem peradilan di
Indonesia.[1] Pada aspek lain, pengadilan juga harus mampu menyelesaikan perkara
dengan adil tanpa berpihak berlandaskan fakta atau bukti dan ketentuan hukum yang
perlaku tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Hal ini merupakan konsekuensi logis, sebab Indonesia adalah negara hukum yang
berupaya memberikan jaminan dan melindungi hak-hak semua warga negaranya.
Sebagai negara hukum, sudah seharusnya Indonesia menciptakan keamanan, keadilan
dan kesejahteraan serta memberikan kepastian hukum. Hulman Panjaitan (2021) dengan
mengutip pendapat Gustav Radbruch menyebutkan bahwa kepastian hukum merupakan
tujuan hukum dari aspek juridis atau normatif sebagaimana dalam peraturan perundang-
undangan secara normatif[2]. Penegakan hukum menjadi sebagai sarana untuk
memastikan keadilan dan stabilitas dalam hubungan antar individu dan organisasi.
Adanya penegakan hukum yang berkeadilan akan membuat masyarakat menghormati
perjanjian, membuat lingkungan yang kondusif dengan mencegah terjadinya konflik
kepentingan yang akan merugikan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam
konteks kemasyarakatan, adanya suatu sengketa atau perkara merupakan suatu hal yang
sulit dihindari. Suatu sengketa atau perkara terjadi apabila satu pihak merasa dirugikan
haknya oleh pihak yang lain, sedang pihak yang lain tidak merasa demikian. Sengketa
adalah permasalahan atau perselisihan yang muncul diantara dua belah pihak atau lebih
akibat salah satu pihak merasa dirugikan pihak lainnya tentang sesuatu, dan pihak yang
dirugikan mengutarakan ketidakpuasannya pada pihak yang merugikannya.[3].
Penyelesaian sengketa atau perkara merupakan upaya menyelesaikan suatu perkara
yang dilaksanakan antara kedua pihak yaitu pihak pelaku dan pihak korban.
Penyelesaian ini bisa dilakukan dengan ligitasi atau non ligitasi. Ligitasi merupakan

penyelesaian perkara yang dilakukan melalui jalur pengadilan. Proses ini melibatkan
pihak-pihak yang bermasalah/bersengketa memberikan informasi dan bukti-bukti
otentike berkaitan dengan perkara yang disengketakan dalam persidangan dan kemudian
dinilai berdasarkan asumsi yuridis untuk kemudian diputuskan.[4] Manfaat

penyelesaian ini adalah menghindari atau mencegah timbulnya permasalahan baru
dikemudian hari atau pada waktu persidangan. Meski demikian, penyelesaian model ini
membutuhkan waktu relatif lama biaya yang relatif besar.

Hadirnya teknologi informasi saat ini, seharusnya dapat dimanfaatkan lembaga
pengadilan untuk lebih efesien dan efektif proses peradilan. Hal ini penting dilakukan
sebagai wujud pemenuhan atas keinginan masyarakat yang mengharapkan efektifitas
penanganan perkara dalam pengadilan, kemudahan mengakses suatu perkara dan bukti
kinerja sekaligus integritas para penyelenggara peradilan. Hal ini karena penggunaan
teknologi informasi mendatangkan berbagai keuntungan antara lain keandalan,
kecepatan, ketepatan dan konsistensi.[5] Selain itu proses peananganan kasus di
peradilan Indonesia bisa memanfaatkan dari kemajuan teknologi informasi agar lebih
mudah akses terhadap keadilan, transparansi dan efesien. Sebagai contoh, penggunaan
E-filing dan e-court agar hukum dapat diproses secara cepat, penggunaan kertas yang
lebih sedikit, dan dapat melakukan peningkatan managemen perkara[6].

Wawancara ini bertujuan untuk mencari dan menggali masa atau waktu penyelesaian
suatu perkara di pengadilan terutama dengan hadirnya perkembangan teknologi
informasi yang sedemikian signifikan di tengah-tengah masyarakat. Manfaat wawancara



ini adalah berupaya mendiskripsikan tenggang waktu yang diperlukan oleh lembaga
pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara baik pidana maupun perdata sebagai
bentuk tanggung jawab pihak pengadilan kepada masyarakat.

II. PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA

A. Pertanyaan tentang Tenggang Waktu untuk menyelesaikan suatu perkara di
Pengadilan

Berkaitan dengan tengggang waktu penyelesaian masalah di pengadilan, bapak
Suhartanto,S.H,M.H selaku narasumber wawancara penelitian ini, menekankan
pentingnya memaksimalkan alokasi waktu penyelesaian masalah seefektif dan seefesien
mungkin dengan merujuk pada SEMA nomor 2 tahun 2014 yang dikeluarkan pihak

MA pada tanggal 13 Maret 2014 yaitu; untuk pengadilan tingkat pertama harus
diselesaikan dalam jangka 5 bulan sejak perkara tersebut didaftarkan sampai selesai
(putusan), sedangkan di tingkat banding selama 3 bulan. Hal ini berlaku baik perkara
perdata maupun pidana. Manakala ketersedian tenggang waktu belum dapat
menyelesaikan perkara, maka ketua hakim harus membuat laporan tertulis yang
menjelaskan alasan-alasan keterlambatan kepada ketua pengadilan negeri, apakah
alasan-alasan keterlambatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Adanya
SEMA MA No. 2 tahun 2014 berkaitan penyelesaian perkara pada peradilan baik
tingkat pertama atau banding pada 4 lingkungan peradilan, menjadi penegas bagi
pengadilan agar mampu menyelesaikan suatu perkara secara sederhana, cepat dan

keringanan biaya. tidak.[7] Dikeluarkan edaran ini, oleh MA, sebenarnya merupakan
respon atas keluhan masyarakat yang menganggap proses penyelesaian perkara pada
lembaga pengadilan di Indonesia masih cenderung lambat, mahal dan banyak
kejanggalan dalam penyelesaian dan kurang responsive. Kebijakan ini memberi
panduan dan regulasi baru dalam pengadilan untuk menyelenggarakan proses peradilan
yang sederhana, cepat dengan biaya yang ringan. SEMA merupakan bentuk edaran dari
pimpinan MA kepada seluruh jajaran pengadilan berisi kebijakan berlandaskan
kebebasan bertindak dan merupakan bimbingan dalam penyelenggaran proses peradilan
yang lebih bersifat administrative.[8]

Bahkan Bapak Suhartanto, menyebutkan terobosan baru yang dikeluarkan MA

RI agar penyelesaian suatu perkara lebih cepat, dan biaya ringan, dengan gugatan suatu
perkara dapat melalui e-court waktunya, cukup 1 bulan selesai. Dan juga melalui
gugatan sederhana yang nilainya dibawah Rp.500.000.00, sebelumnya dibawah Rp.
200.000.000, hal ini jika sudah putus tidak ada upaya hukum.

E-Court adalah alat atau instrument yang digunakan oleh pengadilan dalam

memberi pelayanan perkara kepada masyarakat secara online, baik berkaitan estimasi
biaya panjar, pembayaran perkara, atau pemanggilan pihak yang bersengketa secara
online, serta persidangan secara online melalui pengiriman dokumen yang diperlukan
dalam persidangan[9].

E-Court mempunyai potensi meminimalisir tindakan korupsi, melalui

pengurangan prosedur manual yang ada pada sistem hukum tradisional. Sehingga
interaksi pelanggaran hukum yang dilakukan pihak yang sedang bersengketa dapat
diantisipasi atau diminimalisir. Pencegahan tindak korupsi dapat dilakukan melalui
keputusan hukum dan proses administrasi yang transparan. Dengan demikian,
implementasi digitalisasi tidak semata-mata ketersediaan akses informasi hukum bagi
public (masyarakat) akan tetapi juga berdampak pada korupsi dalam wilayah hukum
dapat diperangi.[10]

Dengan demikian, pemanfaatan hukum melalui perkembangan elektronik dapat
dilakukan mulai dari menggugat, pengajuan permohonan, membayar panjar biaya
perkara, pemanggilan para pihak, menyatakan keberatan atau bantahan, replik-duplik
dalam persidangan, hingga putusan pengadilan elektronik yang dapat ditemui pada
semua lingkungan peradilan sebagaimana bidang kerjanya masing-masing.

B. Pertanyaan tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Mempercepat
Penyelesaian Suatu Perkara di Pengadilan

Meskipun penyelenggaraan peradilan Indonesia didasarkan pada asas sederhana,
cepat dan biaya ringan berdasrkan UU Nomor 48 Tahun 2009, namun kenyataannya
masih banyak penyelesaian suatu perkara memerlukan waktu yang relatif lama.
Permasalahan yang sering muncul pada lembaga pengadilan dalam menyelesaikan
permasalahan adalah lambatnya penanganan suatu sengketa atau perkara, integritas
aparatur penegak hukum dan sulit diakses. Upaya pembenahan proses penyelesaian
perkara terus dilakukan oleh pihak Mahkamah Agung beserta segenap jajarannya terus

dilakukan diantaranya adalah pemanfaatan hadirnya teknologi informasi. Hal ini
tentunya telah disadari akan manfaat teknologi informasi yang bisa mendorong
peningkatan performance dalam memberikan pelayanan publik bagi lembaga peradilan



yang akhirnya dapat memenuhi harapan masyarakat dalam rangka mencari keadilan.
Hadirnya teknologi ini dalam proses peradilan yang dijalankan secara efektif dan

efesien pada semua level peradilan hingga MA, tentunya akan mendorong

meningkatnya rasa kepecayaan masyarakat pada instansi peradilan. Tentu saja upaya ini
merupakan terobosan agar kinerja pengadilan menjadi lebih efektif dan efesien yang
menjadi salah satu indikasi dari court excellence atau keunggulan sebuah peradilan.
Meski demikian, ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana teknologi
informasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam kinerja peradilan yang
memanfaatkan teknologi informasi.[11].

Bapak Suhartanto mengakui adanya kemajuan teknologi, banyak proses yang
sebelumnya memakan waktu lama kini bisa diselesaikan lebih cepat. Penggunaan
teknologi seperti otomatisasi, kecerdasan buatan (Al), dan perangkat lunak khusus dapat
mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tugas. Dengan
otomisasi, tugas-tugas manual dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Lebih lanjut
Bapak Suhartanto berkeyakinan bahwa dengan menerapkan managemen perkara
berbasis elektronik, masing-masing lembaga pengadilan baik tingkat pertama atau
tingkat banding memungkinkan penyelesaian perkara dengan cepat dan efektif. Sebelum
adanya manajemen tersebut, waktu yang diperlukan menyelesaikan perkara baik di pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat _
banding_di wilayah peradilan

masih_menghabiskan waktu yang_relatif lama.

Dengan demikian, ketua pengadilan baik tingkat pertama dan banding pada

semua lingkungan peradilan diharapkan dapat dengan cepat menyelesaikan suatu
perkara dengan ketentuan penyelesaian suatu perkara termasuk minutasi paling lambat 5
bulan bagi peradilan tingkat pertama, paling lambat 3 bulan pada peradilan tingkat
banding. Adapun terhadap penyelesaian berbagai perkara khusus sebagaimana
ketentuan perundang-undangan, maka batas waktu tersebut tidak berlaku.

Jika menelaah dinamika penanganan perkara di MA, teknologi informasi sudah
digunakan sejak tahun 1986 sebagai upaya peningkatan efesiensi dan efektifitas kinerja
dalam menangani perkara. Aplikasi yang digunakan oleh MA pada tahun 1986 tersebut
adalah Dbase IV. Aplikasi ini untuk melakukan registrasi untuk perkara kasasi, sedang
untuk perkara perdata digunakan sebagai peninjauan ulang, sehingga Mahkamah Agung
merasa terbantu dalam menyampaikan pemberiatahuan registrasi.[12] Bukti nyata
pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam pengadilan adalah adanya aplikasi e-
court yang diluncurkan MA RI pada bulan Maret tepatnya tanggal 29 tahun 2018.

Aplikasi ini berbentuk kemudahan pelayanan dalam mencari keadilan, baik berkaitan
dengan administrasi, pembayaran, maupun proses pemanggilan secara elektronik. E- _Court merupakan satu aplikasi yang dikembangkan badan
peradilan lewat teknologi sebagai wujud pelayanan pada masyarakat dalam pendaftaran lewat media elektronik[ 13]. Aplikasi E-Court menjadi

inovasi baru dari MA sebagai transformasi

bidang administrasi di pengadilan. Aplikasi ini menjadi alternatif dalam memecahkan
persoalan kelambatan penanganan perkara, kesulitan akses informasi yang sering terjadi
dalam pengadilan, juga mengatasi rendahnya integritas aparatur pengadilan terutama
hakim[14]

Adanya pemanfaatan teknologi dalam pengadilan akan membuka mudahnya
mengakses informasi tentang hukum, meminimalisir tindak korupsi di peradilan karena
mengutamakan akuntabilitas dan keterbukaan. Bahkan dengan digitalisasi menjadi
publikasi hukum yang meliputi undang-undang, keputusan dan prosedur hukum yang
mudah diakses tidak seperti sistem konvensional. Sehingga akan mengurangi
kebinggungan public berkaitan dengan wacana dan permasalahan hukum dan peradilan.
Sebab adanya digitalisasi dalam memproses perkara hukum, menghasilkan akurasi
catatan elektronik menjadi lebih akurat, kemampuan audit juga dapat ditingkatkan.[10]
Dory Reilling menggolongkan pemanfaatan teknologi pada bidang pengadilan dengan
pemanfaatan secara mandiri (berdiri sendiri), berbasis sistem jaringan dan sebagai
enterprise.[15].

IIl. SIMPULAN

Tenggang waktu atau batas penyelesaian suatu perkara termasuk minutasi paling
lambat 5 bulan bagi peradilan tingkat pertama, paling lambat 3 bulan pada peradilan
tingkat banding. Adapun terhadap penyelesaian berbagai perkara khusus sebagaimana
ketentuan perundang-undangan, maka batas waktu tersebut tidak berlaku. Hal ini
dilakukan sebagai implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya yang
ringan. Adanya teknologi informasi diharapkan dapat mengimplementasikan
managemen perkara berbasis elektronik, masing-masing lembaga pengadilan baik
tingkat pertama atau tingkat banding memungkinkan penyelesaian perkara dengan cepat
dan efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Hanya lantunan puji__syukur kepada Allah SWT _atas segala karunia rahmat, kasih




juga ingin_mengucapkan dan menghaturkan ribuan terimah kasih atas kasih sayang dan
doa orang tua, serta motivasi dan dukungannya tak terhingga baik moral, materiil dan

spiritual. Hal itu menjadi motivasi tersendiri dalam menyelesaikan tugas ini. Demikian
pula, terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan mendukung proses
terselesainya laporan ini. Semoga mendapat balasan dari Allah SWT dengan balasan
sebaik-baiknya. Akhirnya, saya berharap laporan ini memberi kemanfaatan pada pihak-
pihak yang memerlukan.
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